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baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan administrasi penduduk

pendatang di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
bertujuan untuk mengelola data kependudukan melalui pelayanan Kartu Identitas Penduduk
Sementara (KIPS), Surat Tanda Penduduk Pendatang Sementara (STPPTS), dan Kartu
Identitas Penduduk Tetap (KICP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas
pelayanan administrasi serta faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan penduduk
pendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi penduduk pendatang di Desa Dalung
masih memerlukan perbaikan. Faktor yang memengaruhi pelayanan meliputi rendahnya
kualifikasi sumber daya manusia (SDM), keterbatasan sarana dan prasarana seperti jumlah
komputer dan peralatan modern, serta rendahnya partisipasi masyarakat pendatang dalam
melengkapi administrasi. Simpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas
SDM melalui pelatihan, penyediaan sarana yang memadai, dan penyederhanaan prosedur
administrasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan
prima. Selain itu, perlu ada penataan ruang pelayanan yang nyaman dan penyediaan
mekanisme komplain untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

1 dministrasi berperan penting dalam menunjang keberlangsungan organisasi,
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governmental and private. Population administration services for migrants in Dalung

Village, North Kuta District, Badung Regency aim to manage population data through
services for Temporary Resident Identification Cards (KIPS), Temporary Migrant Identification
Letters (STPPTS), and Permanent Resident Identification Cards (KICP). This study aims to analyze
the quality of administration services and the factors influencing the services provided to migrants.
The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including
interviews, observations, and documentation. The results indicate that the quality of population
administration services for migrants in Dalung Village requires improvement. Factors affecting the
services include the low qualifications of human resources (HR), limited facilities and infrastructure
such as the availability of computers and modern equipment, and low participation of migrant
residents in completing their administrative requirements. The study concludes that enhancing the
quality of HR through training, providing adequate facilities, and simplifying administrative
procedures are necessary to ensure faster, more accurate, and standard-compliant services.
Additionally, improvements in the design of service spaces for greater comfort and the establishment
of a complaint mechanism are essential to increase public satisfaction.

1 dministration plays a vital role in supporting the continuity of organizations, both
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A.PENDAHULUAN

Dalam setiap kegiatan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendapatkan
tujuan yang telah ditetapkan di perlukan kegiatan pekerjaan ketatausahaan atau yang sering di sebut
kegiatan administrasi. Dalam proses administrasi seluruh kegiatan pengolahan surat menyurat
yang di mulai dari menghimpun, menerima, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan
menyimpan semua bahan keterangan yang di perlukan oleh organisasi tersebut. Dalam
menjalankan suatu organisasi perusahaan maupun pemerintah sangat bergantung pada kegiatan
proses administrasi. Dengan adanya kegiatan administrasi akan mencerminkan organisasi
perusahaan ataupun organisasi pemerintahan itu masih hidup atau berkembang. Dengan demikian

kegiatan administrasi dapat dipakai tolak ukur masih atau tidak beroprasinya suatu organisasi

Kegiatan administrasi yang dilakukan di Desa Dalung adalah kegiatan administrasi
pemerintahan dalam hal ini administrasi sipil, salah satuanya adalah pelayanan administrasi
kependudukan untuk penduduk pendatang tinggal sementara dan penduduk pendatang tinggal
tetap. Setiap penduduk yang datang dan pergi di wilayah Desa Dalung wajib melapor dan di catat
dalam administrasi kependudukan, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat sirkulasi

perkembangan penduduk yang ada di wilayah Desa Dalung

Sehubungan dengan hal tersebut adapun judul penelitian yang diajukan adalah “Dari latar
belakang tersebut diatas maka penulis mencoba mengangkat persoalan penduduk pendatang dengan
topik “ Analisa Pelayanan Publik pada Administrasi Penduduk Pendatang Sementara dan Pendatang

Tetap di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”.

Berdasarkan uraian di atas untuk memperjelas dan mempermudah pembahasannya, penulis

mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah Kualitas pelayanan Adminisitrasi Penduduk Pendatang Sementara ( KIPS
dan STPPTS )dan Pendatang Tetap ( KICP ) pada Kantor Perbekel Dalung ?

1.2.2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelayanan administrasi Penduduk Pendatang di

Desa Dalung?
B.METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam berdasarkan teori dan data
empiris. Data penelitian mencakup jenis data kualitatif berupa wawancara dan observasi, serta data
kuantitatif yang diolah dalam bentuk angka. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan

melalui wawancara, kuisioner, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa dokumen atau
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laporan terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling untuk menentukan
informan secara terarah. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan hasil yang dipaparkan secara naratif dan
kuantitatif untuk memberikan gambaran yang jelas terkait kualitas pelayanan administrasi

kependudukan..
C.HASILDAN PEMBAHASAN

Pelayanan administrasi kependudukan di Desa Dalung, khususnya untuk penduduk
pendatang sementara, melibatkan 12 orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda-
beda. Dua di antaranya merupakan lulusan S1, satu orang lulusan D3, tujuh orang lulusan SLTA, dan
dua orang lainnya tamatan SLTP. Dari jumlah tersebut, hanya dua orang yang dapat memberikan
pelayanan administrasi secara langsung, sedangkan pegawai lainnya belum memiliki keterampilan
atau keahlian yang memadai untuk melakukan pelayanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun ada sejumlah pegawai yang cukup banyak, namun kapasitas mereka dalam memberikan
pelayanan publik terbatas. Akibatnya, jika kedua orang yang bertugas di konter pelayanan tidak
hadir karena sakit atau izin, pelayanan administrasi menjadi terhambat dan mengakibatkan
keterlambatan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, pentingnya peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dalam pelayanan publik sangat ditekankan agar kualitas pelayanan dapat ditingkatkan
dan lebih efisien. Peningkatan pelatihan atau pendidikan bagi pegawai yang ada di Desa Dalung
akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kepada

masyarakat.

Selain 1itu, analisis terhadap sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung
pelayanan administrasi kependudukan juga menunjukkan bahwa fasilitas yang ada memiliki
pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan
prasarana yang baik dan terpelihara dengan baik dapat mempercepat proses pelayanan kepada
masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dan sarana elektronik sangat
krusial. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi memungkinkan pelayanan dapat
dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, sarana prasarana elektronik yang canggih
dan sistem informasi yang terintegrasi harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk
mendukung layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Hal ini tidak hanya memperbaiki efisiensi administrasi tetapi juga meningkatkan

transparansi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu tantangan besar yang

dihadapi oleh Kabupaten Badung adalah tingginya tingkat migrasi yang menyebabkan lonjakan
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jumlah penduduk yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya meningkatkan
kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang lebih baik dan lebih cepat. Namun,
jumlah penduduk yang terus meningkat ini tidak didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang
cukup, sehingga jika tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti
ketidakseimbangan antara kapasitas layanan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang datang
ke daerah tersebut juga membawa beragam latar belakang sosial dan ekonomi, yang jika tidak
dikendalikan dengan baik dapat menambah kompleksitas permasalahan sosial di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, pengelolaan penduduk yang lebih terstruktur dan berbasis data yang akurat sangat

diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses administrasi kependudukan juga perlu
diperhatikan, misalnya melalui penguatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya
administrasi kependudukan yang baik dan benar. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang efektif,
masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban mereka dalam melakukan pendataan yang benar,
sehingga meningkatkan kualitas data kependudukan yang pada gilirannya memudahkan dalam
pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah Desa Dalung perlu mendorong partisipasi masyarakat
agar lebih aktif dalam mendukung proses administrasi ini, dengan memberikan edukasi mengenai
manfaat administrasi kependudukan yang tepat dan bagaimana peran serta mereka dapat
mempercepat pelayanan. Langkah-langkah ini dapat mengurangi beban pemerintah dalam
melayani penduduk yang terus bertambah dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat

tetap berjalan lancar tanpa gangguan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti penguatan kapasitas SDM, peningkatan sarana
prasarana berbasis teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan pelayanan
administrasi kependudukan di Desa Dalung akan semakin efektif dan efisien. Selain itu, langkah-
langkah pengendalian terhadap migrasi dan perencanaan wilayah yang lebih baik harus dilakukan
agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan seiring dengan peningkatan jumlah
penduduk, tanpa menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar. Pengelolaan yang baik dan
terintegrasi akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera bagi

masyarakat, serta mendukung tujuan pembangunan di Kabupaten Badung secara keseluruhan.

D.SIMPULAN

Pelayanan administrasi kependudukan di Desa Dalung, khususnya untuk penduduk
pendatang sementara, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperbaiki. Meskipun
terdapat 12 orang pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang beragam, hanya dua orang yang

mampu memberikan pelayanan administrasi secara langsung, sementara pegawai lainnya belum
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memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini menyebabkan adanya potensi keterlambatan
pelayanan apabila pegawai yang bertugas tidak hadir. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga
mempengaruhi kelancaran pelayanan, di mana teknologi informasi yang baik dan sistem elektronik

yang terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi.

Tingginya tingkat migrasi yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk juga menjadi
tantangan, karena jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah sosial. Oleh karena
itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan. Pengelolaan penduduk yang
lebih terstruktur dan berbasis data yang akurat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan
dapat lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung tujuan

pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Badung.
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